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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan dan evaluasi anggaran dalam 
meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala 
yang dihadapi dalam perencanaan dan evaluasi anggaran dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan melalui wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik 
analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perencanaan dan evaluasi anggaran pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja anggaran, terutama perencanaan 
keuangan, pengumpulan data yang paling akhir untuk evaluasi kinerja serta upaya mengatasi kendala pelaksanaan 
anggaran. Faktor kendala dalam perencanaan adalah terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran 
pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai 
program lainnya, dan  kebutuhan uang persediaan untuk periode satu bulan tidak direncanakan dengan baik.  
Sedangkan faktor kendala dalam evaluasi kinerja, data atau informasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat 
menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat kemungkinan bahwa tahapan kegiatan yang dilaksanakan 
belum dilaporkan, atau terdapat kemungkinan bukti-bukti pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat 
proses administrasi.  
Kata Kunci: Perencanaan; Evaluasi; Anggaran; Kinerja 

Abstract 
This study aims to determine and analyze budget planning and evaluation in improving the performance of the Aceh 
Singkil District Government, and to find out and analyze the obstacles faced in planning and evaluating budgets in 
improving the performance of the Aceh Singkil District Government. Research informants were selected by purposive 
sampling. Data collection techniques used through interviews and observation. Data analysis techniques used in this 
study are qualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that budget planning and evaluation in 
the Aceh Singkil District Government has not fully been able to improve budget performance, especially financial 
planning, the most recent data collection for performance evaluation and efforts to overcome budget constraints. The 
obstacle factor in planning is that there is a tendency to reduce budget allocations for certain activities with the aim 
that the available budget can be allocated to various other programs, and the inventory money requirement for a one-
month period is not well planned. Whereas the constraints in the performance evaluation, data or information available 
have not fully been able to show the most recent conditions, because there is a possibility that the stages of activities 
carried out have not been reported, or there is a possibility that the evidence of expenditure has not been recorded 
because it still can be administered. 
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PENDAHULUAN 

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya 

suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komperehensif, sehingga mudah bagi 

manajemen untuk mengendalikan kegiatan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. 

Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen 

berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang 

periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan 

disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012).  

 Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran 

yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang 

telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan atau perencanaan 

anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan pelaksanaan anggaran 

sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan 

tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif 

sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi. 

 Terkait proses pengelolaan anggaran oleh aparat pemerintah yang terbilang belum 

optimal sehingga berakibat pada rendahnya kinerja organisasi, yang seharusnya mendapat 

perhatian dari pemerintah daerah diamana pemerintah daerah sebagai penerima wewenang 

dalam mengelolah organisasi perlu melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pencapaian kinerja organisasi yang baik. Agar tidak 

terjadi permasalahan - permasalahan dalam menjalakan kewajibannya khususnya yang 

terkait dengan permasalahan anggaran. 

 Permasalahan penganggaran yang selama ini terjadi di setiap daerah, dalam proses 

penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan RKA SKPD, 

umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran (Subiyantoro, 2011). 

Penentuan anggaran secara incremental, penentuan anggaran dipengaruhi oleh nama 

kegiatan, penentuan anggaran dipengaruhi oleh siapa yang mengajukan anggaran. 

Fenomena ini merupakan bentuk dari lemahnya perencanaan anggaran pada pemerintah 

daerah. 

 Evaluasi anggaran juga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan 

kinerja pemerintahan.  Evaluasi anggaran pada dasarnya adalah proses membandingkan 

antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini 

dapat diketahui penyimpangan - penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi serta 

penilaian terhadap kinerja. 

 Dari uraian di atas jelaslah bahwa perencanaan dan evaluasi pada dasarnya 

mempunyai kaitan yang sangat erat, karena proses evaluasi akan memungkinkan 

tercapainya rencana, atau sebaliknya, proses evaluasi perlu memperbaiki rencana lebih 

lanjut, tergantung pada hal-hal apa yang ditemukan menjadi kendala pada tahap 
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pelaksanaan anggatan.  Begitu suatu rencana memasuki tahap pelaksanaan, maka tidak 

mudah untuk menghentikan sama sekali karena berdampak pada kerugian keuangan negara 

yang cukup besar.   Oleh karena itu, peranan evaluasi pada program kerja yang telah 

dilaksanakan akan sangat penting untuk mengatasi kendala pelaksanaan yang ditemukan di 

lapangan, sehingga kegiatan tersebut benar-benar dapat dilanjutkan hingga memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

 Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah 

administrasi Provinsi Aceh.  Dari pengamatan penulis bahwa kinerja pemerintah di daerah 

tersebut belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya penyerapan anggaran pada 

tahun 2018. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti 

mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. 

 Penelitian dilakukan pada Kantor Bupati Aceh Singkil, yang berkedudukan di Pulo 

Sarok, Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian dilakukan dari Bulan Februari sampai 

dengan Bulan Maret 2019. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebanyak 4 orang yaitu 

Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. 

 Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah:  

1.  Perencanaan Anggaran 

 Rencana pengeluaran di masa depan sesuai dengan ketersediaan dana, yang bisa 

digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan. Indikator yang 

digunakan adalah rapat koordinasi, penyusunan RKA-SK dan perencanaan keuangan. 

2.  Evaluasi Anggaran 

 Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan 

kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam evaluasi kinerja aparat. Indikator 

yang digunakan adalah  persiapan evaluasi kinerja, pngumpulan data, pengukuran dan 

penilaian, analisis kinerja dan disposisi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perencanaan Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 

1.  Rapat Koordinasi 

Rapat koordinasi merupakan forum perencanaan bagi semua pihak yang 

berkepentingan dalam pelaksanaan RKA-L/K, yang tujuannya adalah  membicarakan dan 

memutuskan usulan kegiatan anggaran yang terkait dengan program kerja.  Rapat 

koordinasi dalam perencanaan kegiatan biasaya dilakukan akhir tahun untuk rencana 

anggaran tahun berikutnya, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan anggaran.  Rapat koordinasi harus dapat menghimpun dan mempertimbangkan 

semua informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana.  Dengan adanya rapat 

koordinasi penyusunan anggaran maka diharapkan masing-masing unit organisasi segera 

memahami program kerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan, yang tentu saja 

berdampak pada tingkat penyerapan anggaran. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan rapat koordinasi dalam 

penyusunan rencana kerja, dengan mengundang berbagai pihak  yang berkepentingan 

seperti kepala dinas dan pejabat pembuat komitmen.  Terdapat kewajiban agar semua pihak 

yang diundang menghadiri rapat koordinasi sehingga rencana kerja anggaran yang 

ditetapkan dapat memenuhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Kehadiran 

semua pihak diharapkan akan menyamakan pemahaman dalam pelaksanaannya, sehingga 

kinerja pemerintah dalam penyerapan anggaran dapat ditingkatkan. 

Rapat koordinasi telah mampu menghimpun semua data yang dibutuhkan dalam 

penyusunan rencana. Unit-unit organisasi yang akan melakukan kegiatan telah 

mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengajuan rencana 

kegiatan. Dengan adanya dukungan informasi dari lapangan maka rencana kegiatan yang 

diajukan akan lebih mudah untuk dimasukkan dalam rencana kerja anggaran.  Dengan 

demikian bahwa rencana kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah sinkron 

dengan kondisi lapangan, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan, yang berarti akan 

meningkatkan penyerapan anggaran. 

2. Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) 

 Langkah perencanaan yang sangat penting setelah penyediaan atau pengumpulan 

informasi adalah penyusunan rencana.  Tahapan penyusunan rencana kegiatan tersebut 

akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga 

mempengaruhi penyerapan anggaran. 

 Berdasarkan uraian hasil wawancara disimpulkan bahwa penyusunan rencana 

anggara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah menerapkan prinsip skala 

prioritas.  Jika rencana kegiatan mendahulukan program yang benar-benar segera 

dibutuhkan, maka pelaksanaan kegiatan tersebut akan mendapat dukungan dari  banyak 

pihak, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih lancar, yang berarti juga akan 

meningkatkan kinerja penyerapan anggaran. 
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Perencanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah 

didasarkan pada kemampuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tersebut.  Suatu kegiatan 

hanya dimasukkan dalam RKA apabila kondisi lapangan sangat mendukung, sehingga peran 

petugas atau pegawai dalam mengkoordinasi kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 

3. Perencanaan Keuangan 

 Perencanaan keuangan dalam hal ini  adalah menetapkan besarnya pagu aggaran 

yang disediakan bagi setiap kegiatan.  Penyediaan anggaran yang mencukupi tentu akan 

memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Dari hasil wawancara bahwa dalam pengalokasian anggaran, terdapat kecenderungan 

untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar 

anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program lainnya.  Kondisi tersebut 

tentu akan mengurangi kemampuan unit organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang 

dimaksud, sehingga berpotensi menunda pelaksanaan kegiatan, yang berarti tidak 

mendukung untuk peningkatan kinerja dalam  penyerapan anggaran. 

Besarnya anggaran seringkali tidak memberi manfaat tersebut ketika dalam 

pelaksanaannya tidak dapat direalisir secara optimal. Rendahnya kinerja penyerapan 

anggaran senantiasa menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Meskipun anggaran 

pendapatan dan belanja terus mengalami peningkatan, pada setiap perhitungan anggaran 

hampir selalu terjadi SilPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). 
Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 

Evaluasi kinerja merupakan proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja 

yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA, serta menemukan berbagai faktor kendala 

dalam pelaksanaan anggaran yang kemudian diikuti dengan pemberian rekomendasi yang 

dapat digunakan secara tepat untuk mengatasi berbagai faktor kendala yang dihadapi dalam 

pelaksaksanaan anggaran.  Evaluasi kinerja dapat dilakukan secara rutin sehingga dapat 

memberi rekomendasi secara lebih dini demi meningkatkan pencapaian kinerja suatu 

organisasi. 

1. Persiapan Evaluasi Kinerja 

 Langkah persiapan evaluasi merupakan langkah awal yang sangat menentukan 

dalam pelaksanaan tahapan selanjutnya dari proses evaluasi, karena persiapan merupakan 

perencanaan mengenai hal-hal apa saya yang harus dilakukan dalam proses evaluasi kinerja 

anggaran.  Tanpa persiapan yang tepat maka dapat dikatakan bahwa kegiatan evaluasi akan 

bergerak tanpa arah yang jelas.   

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa proses persiapan evaluasi kinerja angaran 

pada Pemda Kabupaten Aceh Singkil telah dapat memberikan arah yang jelas dari kegiatan 

evaluasi. Persiapan yang dilakukan adalah terhadap proses evaluasi, data dan sumber data, 

waktu pelaksanaan evaluasi. Semua hal-hal teknis yang harus dilakukan ditetapkan secara 

rinci sehingga semua pihak dapat memahaminya dengan mudah tanpa adanya salah tafsir.  

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa persiapan yang dilakukan telah cukup mendukung 
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dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja anggaran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

2.  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dari proses evaluasi 

karena keberhasilan evaluasi sangat tergantung pada ketersediaan data secara tepat waktu.  

Terdapat banyak masalah dimana data diperoleh tidak menggambarkan kondisi lapangan 

yang paling akhir, sehingga proses analisis menjadi menyesatkan.  Artinya bahwa data yang 

dibutuhkan tidak dapat tersedia secara tepat waktu. 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan dalam 

evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat 

menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat kemungkinan bahwa terdapat kegiatan 

yang belum selesai tetapi belum dilaporkan, atau terdapat kemungkinan bukti-bukti 

pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat proses administrasi.  Keadaan tersebut 

menyebabkan kemungkinan terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang 

dikumpulkan dengan kondisi kinerja yang sebenarnya, sehingga kurang mendukung dalam 

proses evaluasi kinerja anggaran. 

Data yang dikumpulkan dalam proses evaluasi sudah tergolong sahih, karena data 

tersebut dapat diverifikasi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.  Setiap 

bukti yang diterima bagian administrasi telah terlebih dahulu diperiksa dengan baik 

sebelum dibukukan, sehingga bukti-bukti tersebut benar-benar dapat 

dipertanggugnjawabkan kebenarannya. 

3. Pengukuran dan Penilaian 

Pengukuran terhadap kinerja merupakan tahapan untuk menentukan pencapaian 

kinerja anggaran.   Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan realisasi 

terhadap target yang harus dicapai pada setiap waktu.  Dalam banyak hal, tinggi rendahnya 

kinerja dari anggaran tersebut sangat tergantung  pada hasil pengukuran yang dilakukan.  

Pengukuran yang dilakukan harus dapat menggambarkan capaian hasil kerja organisasi. 

Pengukuran terhadap kinerja merupakan tahapan untuk menentukan pencapaian 

kinerja anggaran.   Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan realisasi 

terhadap target yang harus dicapai pada setiap waktu.  Dalam banyak hal, tinggi rendahnya 

kinerja dari anggaran tersebut sangat tergantung  pada hasil pengukuran yang dilakukan.  

Pengukuran yang dilakukan harus dapat menggambarkan capaian hasil kerja organisasi. 

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah dapat menggambarkan hasil kerja atau kinerja 

organisasi yang sesungguhnya, tetapi hal tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kebenaran 

data yang diperoleh.  Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan 

membandingkan realisasi terhadap target atau anggarannya, sehingga kemungkinan 

kekeliruan dalam pengukuran tergolong kecil.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran kinerja pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah dapat 
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menggambarkan capaian kinerja yang sebenarnya, sehingga cukup mendukung dalam 

peningkatan kinerja. 

4.  Analisis Kinerja 

Tahapan paling akhir dari proses evaluasi kinerja adalah analisis terhadap data, hasil 

pengukuran dan penilaian.  Analis tersebut terutama bertujuan untuk mengungkapkan 

ketidakberhasilan serta faktor-faktor kendala yang menjadi penyebab ketidakberhasilan 

mencapai kinerja, yang kemudian diakhiri dengan pemberian rekomendasi untuk untuk 

memperbaiki kinerja pada proses pelaksanaan selanjutnya.   

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa proses analisis kinerja pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat mengidentifikasi faktor penyebab kurang berhasilnya 

pencapaian kinerja.  Proses identifikasi kendala cukup mudah dilakukan terutama jika hal 

tersebut bersumber dari internal.  Namun demikian menurut hasil wawancara bahwa 

sebagian besar kendala yang diidentitikasi justru bersumber dari eksternal.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa proses analisis telah berhasil mengindenfikasi kendala 

pencapaian kinerja, sehingga cukup mendukung dalam upaya meningkatkan kinerja 

anggaran. 
Faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Perencanaan dan Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan 

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 

Faktor Kendala Perencanaan      Angggaran  

Sebelumnya telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan anggaran belum 

sepenuhnya dapat meingkatkan kinerja angaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh 

Singkil.  Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. Dalam pengalokasian anggaran, terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi 

anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat 

dialokasikan ke berbagai program lainnya.  Kondisi tersebut tentu akan mengurangi 

kemampuan unit organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud, sehingga 

pelaksana kegiatan menjadi kurang bersemangat untuk segera melaksanakan kegiatan, 

sehingga berpotensi menunda pelaksanaan kegiatan, yang berarti akan menyababkan 

penyerapan anggaran menjadi terlambat.  Oleh karena itu perlu diuapayakan untuk 

mengalokasikan anggaran dengan menggunakan perhitungan yang matang sebagaimana 

telah diajukan oleh unit organisasi pelaksana kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat 

dilaksanakan secara tepat waktu tanpa perlu harus melakukan penundaan hingga 

menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terlambat.  Setiap pengajuan anggaran 

kegiatan tentu telah didasarkan pada kondisi lapangan, sehingga jumlah yang diajukan 

seharusnya sudah menggambarkan teknis pelaksanaan serta kebutuhan barang dan jasa 

dalam kegiatan. Dengan demikian setiap pengurangan alokasi anggaran akan menyebabkan 

pelaksana kegiatan harus merencanakan kembali teknis pelaksanannya, yang berarti akan 

berpotensi menunda pelaksanaan kegiatan, yang pada gilirannya juga akan menyebabkan 

serapan anggaran menjadi terlambat. 
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b. Tidak terdapat perencanaan yang memadai terhadap kebutuhan uang 

persediaan untuk periode satu bulan, sehingga sering menjadi kendala dalam pelaksanaan 

anggaran.  Tanpa adanya perencanaan uang persediaan maka akan sulit untuk memenuhi 

kebutuhan atau permintaan uang persediaan dari masing-masing unit organisasi pada saat 

dibutuhkan, sehingga berpotensi untuk menunda pelaksanaan kegiatan.  Kondisi tersebut 

tentu akan mengurangi penyerapan anggaran.  Oleh karena itu, uang persediaan sebaiknya 

direncanakan paling tidak untuk kebutuhan periode sebelumnya, sehingga jumlah yang 

disediakan pada periode setiap bulan benar-benar dapat menggambarkan jumlah yang akan 

dibutuhkan, sehingga tidak ada kegiatan yang tertunda karena kurangnya persediaan uang 

tunai. 

2. Faktor Kendala Evaluasi Kinerja Anggaran 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijelaskan 

bahwa evaluasi kinerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat 

meningkatkan kinerja.  Adapun faktor kendala dalam evaluasi kinerja sehingga kurang 

mendukung peningkatan kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Data yang dikumpulkan dalam evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat 

kemungkinan bahwa terdapat kegiatan yang belum selesai tetapi belum dilaporkan, atau 

terdapat kemungkinan bukti-bukti pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat 

proses administrasi.  Keadaan tersebut menyebabkan kemungkinan terdapat perbedaan 

yang signifikan antara data yang dikumpulkan dengan kondisi kinerja yang sebenarnya, 

sehingga kurang mendukung dalam proses evaluasi kinerja anggaran.  Untuk mengatasi 

masalah tersebut maka perlu diupayakan agar semua pegawai secara disiplin 

menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan serta bukti-bukti pendukungnya, 

terutama menjelang evaluasi kinerja akan dilaksanakan.  Dengan demikian maka data yang 

diperoleh dari bagian administrasi benar-benar menunjukkan kondisi yang paling akhir. 

b. Proses evaluasi kinerja tidak selalu berhasil memberikan rekomendasi untuk 

mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan anggaran.  Keadaan tersebut disebabkan 

terdapat banyak kendala justru bersumber dari eksternal yang berada di luar pengendalian 

unit organisasi, sehingga upaya untuk mengatasinya sering sulit untuk ditemukan.  Upaya 

akhir yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala adalah mencari jalan pintas demi  

menyelamatkan kegiatan yang sudah dalam proses pelaksanaan.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa proses evaluasi kinerja belum sepenuhnya dapat memberi rekomendasi 

untuk mengatasi kendala,  sehingga kurang mendukung dalam peningkatan kinerja 

anggaran pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.  Untuk mengatasi masalah 

tersebut maka sebaiknya pegawai yang menangani program perlu menjalin komunikasi 

yang lebih intentif dengan pihak eksternal, terutama pihak yang menjadi sumber kendala 

pelaksanaan kegiatan.  Dengan demikian proses negosiasi tersebut diharapkan akan 

mendapatkan titik temu antara pelaksana anggaran pihak eksternal. 
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SIMPULAN 

Perencanaan dan evaluasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 

belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja anggaran, terutama perencanaan keuangan, 

pengumpulan data yang paling akhir untuk evaluasi kinerja serta upaya mengatasi kendala 

pelaksanaan anggaran. Faktor kendala dalam perencanaan adalah terdapat kecenderungan 

untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar 

anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program lainnya, dan  kebutuhan 

uang persediaan untuk periode satu bulan tidak direncanakan dengan baik.  Sedangkan 

faktor kendala dalam evaluasi kinerja, data atau informasi yang tersedia belum sepenuhnya 

dapat menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat kemungkinan bahwa tahapan 

kegiatan yang dilaksanakan belum dilaporkan, atau terdapat kemungkinan bukti-bukti 

pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat proses administrasi.  Evaluasi kinerja 

tidak selalu berhasil memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan anggaran.  Keadaan tersebut disebabkan terdapat banyak kendala justru 

bersumber dari eksternal yang berada di luar pengendalian unit organisasi, sehingga upaya 

untuk mengatasinya sering sulit untuk ditemukan. 
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